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PENGATURAN INSENTIF PAJAK-PAJAK UNTUK
PENANAMAN MODAL ASING ( PMA ) di INDONESIA

Noor Rahardjo
Tulisan ini merupakan ringkasan dari
hasil penelitian tentang, * Pengaturan
Insentif FPajak-Pajak Untuk Penanaman
Modal Asing (FMA) di Indonesia”.

A.Latar Belakang Penelitian

Indonesia dengan potensi jumlah penduduk  maupun  ke-
kayaan alam yang dimiliki, dapat dikatakan mempunyai poten-—
si ekonomi yang cukup besar. Hanya masalahnya, untuk dapat
menjadikan potensi ekonaomi tersébut menjadi kekuatan ekono-
mi riil, dibutuhkan adanva bkemampuan maodal, teknolegi,
skill dan pengetahuan tentang manajemen.

Kemampuan akan modal; teknologi, skill maupun manajemen
pada saat itu , justru belum dimiliki oleh Indonésia.

Menurut ketetapan MPRS No.XXIII/MPRS/1%46 yang merupa-—
Lan landasan  dari usaha rehabilitasi, konsilidasi dan
stabilisasi ekonomi dan politik nasional maupun interna-
sional, dalam hubuﬁ@annnya‘dengan penanaman modal dari luar

negeri, secara ekplisif tercantum dalam Pasal 10 nya, vyang

berbunyi :

"FPenanggulangan kemerosotan ekonomi serta
pembangunan lebih lanjut dari potensi ekonomi
harus didasarkan kepada kemampuan serta ke—
sanggupan rakyat Indonesiia sendiri. Akan
tetapi azas ini tidak boleh menimbulkan kese-
ganan untuk memanfaatkan potensi-potensi modal
y teknologi dan skill yang tersedia di 1luar
negri, selama segala bantuan itu benar-benar
diabdikan untuk kepentingan ekonomi rakyat
tanpa menqakibatkan ketergantungan terhadap
luar negeri”. ‘

Tap MPR No.XXIII/MPRE8/1%66 di atas menunjukkan bahwa
Indonesia dalam rangka usaha Rehabilitasi, konsilidasi dan
stabilisasi ekonominya harus dapat memanfaatkanémodal dari

luar negeri. Hal ini menunjukkan bahwaisejak ma%a Orde Baru

1. Tap. MPRS No. XXIII/MPRS/1966.
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pembangunan ekonomi mulai di tanganni secara sungguh-sung-
aguh. Dikatakan sungguh - sungguh, karena aldasan—~alasan
sebagal beribkut :
(1) dikatakan  sungguh—-sungguh cleh karena dg1 banding
dengan masa sebelumnya, pembangunan sosial- ekomnomi mulai
gilaksanakan dengan terencana dan menuju kearah modernisasi

Industri, dan tertuang di dalam Garis-Garis Bes&r Halauwan

Negara yang pelaksanagrnnya dilakukan melalui penylusunan
Repelita demi Repelita;

(2) kebutuhan Indonesia( awal Orde Baru ) akan adanya
per tumbuhan ekonomi membutuhkan adanya kemampuan akan
modal, teknologi, skill dari luar neqeri vyang belum di
miliki oleh Indonesia. Oleh karena itu dimulai déri UUFPMA,
dengan berbagai fasiltas yang diberikan (antara lain fasil-
itas ﬁerpajakan), maka terlihat pemerintah Indonesia beru-
saha meparik  Modal Asing untuk ikut berperan s?rta dalam
usaha-usaha pembangunan ekonomi di Indonesia. Se%uai'dengan
“Jjudul penelitian ini, maka kita melihat bahwa pajak mulai
di gunakan sebagai alat / sarana usaba-usaha pembangunan
ekonomi, seperti terlihat adanya maza pembebasan pajak (Tax
Moliday} bagi modal asing, dengan berbagai variasi Tax
Holiday baai modal asing yang mau menanamkan modalnya daxlam
bidanrg usaha tertentu dan'di'daerah tertentu separti yang

dikehendaki oleh pemerintah. Namun dalam perkembangan

selanjutnya, kebijaksanaan-kebijaksanaan perpajakan yang
dilakukan melalui berbagai -~ serangkaian peraturan per
undangan perpajakan sepertl terlihat dalam Pembaharuan

Sistem ‘Perpajakan Nasional ( Tax Reform } pada tahun 1984
MAL IR vang terakhir, tabun 1994 oleh pemerinfah, Justru
menunjukkan penghapusan fasilitas perpajakan bagi PMA di
Indmnesia. Hal ini menarik bagi peneliti, untuk| melakukan
penelitian ini. Menarik, karena bagaimananapun harus disa-
dari bahwa modal asing merupakan milik dari | perusahaan
multinasional, yang menurut sajafahnya merupakan implikasi

dari kepesatan teknologi sejak revolusi industri. Dengan
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